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 Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasca diterbitkan UU 
Ciptaker diwajibkan mempunyai perizinan berupa persetujuan 
kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Perihal pengusulannya 
diajukan secara online melalui portal oss.go.id dengan mencukupi 
kebutuhan dokumennya terlebih dahulu. Perizinan PKKPR ini 
bertujuan untuk memberikan jaminan agar pelaku usaha tidak 
melampaui batas-batas terlarang yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjaminnya 
keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang baik. 
Metode pendampingan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, 
sosialisasi kegiatan, pendampingan pengusulan, diskusi berkala, 
evaluasi dan monitoring. Meskipun pengusulan perizinan ini 
relatif mudah, namun dikarenakan perizinan ini masih baru 
diperlukan pencermatan atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
dan detail pengurusannya karena lintas instansi pemerintahan. 
Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi memudahkan para 
pelaku usaha dalam melakukan pengurusan PKKPR dan dapat 
menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 

 Abstract 

 Assistance in Fulfilling the Approval of Space Utilization 

Activities for Business Actors 

Business actors in carrying out their business after the issuance of 
the Ciptaker Law are required to have a license in the form of 
approval of space utilization activities or PKKPR. The proposal is 
submitted online through the portal oss.go.id by fulfilling the 
document requirements first. The PKKPR license aims to provide 
a guarantee that business actors do not exceed the prohibited limits 
set out in statutory provisions, so that a good balance of social and 
environmental development can be guaranteed. This assistance 
method is carried out with stages of preparation, socialization of 
activities, assistance with proposals, periodic discussions, 
evaluation and monitoring. Although proposing this license is 
relatively easy, because this license is still new, it is necessary to 
look at the documents needed and the details of the management 
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because it is across government agencies. This service is expected 
to make it easier for business actors to manage PKKPR and be able 
to run their business well in accordance with applicable legal 
provisions. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era bisnis saat ini, perusahaan dihadapkan pada tekanan yang semakin 

meningkat untuk memasukkan aspek sosial sebagai komponen integral dalam strategi 

bisnis mereka.(Kurniawan et al., 2023) Ini mencerminkan kesadaran yang tumbuh di 

dunia bisnis akan konsekuensi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi 

mereka. Dalam kerangka ini, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar 

daripada sekadar mencari keuntungan finansial.(Damayanti et al., 2023) 

Signifikansi memberikan perhatian terhadap dimensi sosial dalam menjalankan 

bisnis tidak hanya berkaitan dengan etika moral, tetapi juga menjadi faktor yang sangat 

relevan dalam menjaga kelangsungan usaha itu sendiri.(Hidayat et al., 2023) Alasan 

utama adalah bahwa perusahaan yang mengabaikan dampak sosial mereka dapat 

menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, pemerintah, dan 

pemegang saham, yang menuntut perbaikan perilaku mereka. Akibatnya, perusahaan 

dapat menghadapi risiko kehilangan reputasi yang serius, konsekuensi hukum yang 

merugikan, bahkan pencabutan izin usaha.(Nurjani & Resnawaty, 2023) 

Selain itu, semakin banyak konsumen yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu 

sosial dan lingkungan, dan mereka cenderung memilih produk dan layanan dari 

perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial.(Putra, 2018) Oleh karena itu, 

memperhatikan aspek sosial dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran yang cerdik, 

membantu perusahaan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.(Irawan & 

Nisa, 2023) 

Dalam konteks lingkungan, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak 

mereka terhadap bumi kita. Isu-isu seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan 

kerusakan lingkungan telah menjadi masalah global yang mendesak.(Djausal et al., 2023) 

Dalam hal ini, perusahaan memiliki peran kunci dalam upaya untuk mengatasi 

tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian 

integral dari strategi bisnis jangka panjang mereka. 

Secara keseluruhan, perusahaan yang berhasil di masa depan akan menjadi yang 

tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga yang memprioritaskan 

dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.(Said, 2023) Ini bukan hanya tanggung 

jawab moral, tetapi juga kebijakan yang cerdas untuk menjaga kelangsungan bisnis di era 

yang semakin kompleks dan terhubung secara global. 
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Untuk menjaga pembangunan yang menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Tujuan utama dari proses kontrol ini menjadi tugas dari Pemerintah 

dengan memberikan perizinan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya. Kegiatan 

ini mengidentifikasi potensi dan masalah dalam wilayah tersebut serta merumuskan 

kebijakan dan strategi yang harus diimplementasikan untuk mengatasi tantangan 

tersebut.(Husnanudin, 2018) 

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait tata ruang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur Pelaksanaan Penataan Ruang. Dalam 

peraturan tersebut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR 

diperkenalkan sebagai salah satu pedoman baru dalam perizinan usaha.(Adiningsih et al., 

2023) 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ini menjelaskan tentang pelaksanaan 

penataan ruang yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Ciptaker. Tujuan dari 

pelaksanaan penataan ruang dalam PP 21 tahun 2021 ini adalah untuk menggabungkan 

berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan 

dalam merencanakan tata ruang.(NURYANI, 2023) Hal ini bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan. 

Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, 

menjelaskan bahwa PKKPR ini menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan 

ruang atau IPR yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah atau 

Pemda.(Fadli, 2021) PKKPR berperan sebagai salah satu izin dasar yang harus diperoleh 

sebelum pemilik usaha dapat melanjutkan proses perizinan usaha mereka. 

Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan usahanya wajib mengusulkan 

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui instansi terkait. 

Oleh karenanya ini merupakan bentuk perizinan yang baru dan masih minimnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, maka kami selaku pendamping memiliki 

harapan yang besar atas kegiatan ini dapat menjadi pengaruh pada para pelaku usaha 

lainnya. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan beberapa langkah, yakni: 

1. Tahap Persiapan, dimana langkah-langkah termasuk menentukan rencana 

pelaksanaan, mengidentifikasi indikator pencapaian yang diharapkan, dan 

merancang strategi teknis pelaksanaan. 

2. Tahap Sosialisasi Program, pada langkah ini dilakukan penjelasan tentang 

indikator pencapaian dan dampak yang ingin dicapai. 

3. Tahap Pelaksanaan, melibatkan pendampingan dalam pengajuan Persetujuan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). 
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4. Tahap Diskusi Berkala, yang dilakukan dengan cara memberikan ceramah dan 

mengadakan diskusi. 

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi, dimana langkah ini penting untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi 

masalah yang mungkin timbul serta memberikan solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mitra pengabdian merupakan perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas 

dengan modal yang ditempatkan sebesar 2,5 Milyar, sehingga tergolong sebagai jenis 

pelaku usaha kecil. Domisili mitra pengabdian berlokasi di Jalan Raya Mulyoagung 

Nomor 188 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Usaha ini bergerak 

dalam usaha jasa pendidikan olahraga dan rekreasi. Perusahaan ini baru mendirikan 

usahanya dan akan menjalankan usahanya, namun diperlukan perizinan Persetujuan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).(disnakerpmptsp, 2022) 

 Kegiatan pendampingan ini telah diawali dengan tahap persiapan dengan 

melakukan identifikasi kebutuhan mitra yang masuk dalam kategori usaha kecil dan jenis 

usaha yang akan dilakukan yang bertujuan untuk kegiatan yang berorientasi pada 

kegiatan profit atau tidak. Perihal ini perlu dilakukan untuk menentukan pemenuhan 

persyaratan apa saja yang perlu disiapkan dan jenis perizinan yang akan diusulkan, 

sehingga tidak salah dalam pengajuan izinnya. Tahap kedua, dilakukan dengan 

melakukan penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan. Mulai dari kegiatan 

pemenuhan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan perbuatan apa saja yang perlu 

dilakukan untuk pemenuhan dokumen dan pasca dokumen tersebut sudah terpenuhi. 

Pemenuhan dokumen terserbut terdapat beberapa yang harus dilakukan secara 

langsung bertemu dengan warga melalui sosialisasi perencanaan perubahan peruntukan 

tanah tersebut dan selain itu diperlukan terlebih dahulu rekomendasi dari dua instansi, 

yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Cipta Karya Pemerintah Daerah. Dua 

rekomendasi tersebut diajukan terlebih dahulu dengan dilakukan survey cek lokasi oleh 

dua instansi tersebut dengan tujuan validasi dokumen pengusulan. 

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan mencakup (OSS - Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, n.d.): 

1. Surat Permohonan 

2. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermateri; 

3. Surat Pernyataan tanggung jawab bermateri; 

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah; 

5. Fotokopi bukti pembayaran PBB selama 1 tahun terakhir; 
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6. Surat keterangan persetujuan dari tetangga yang juga disetujui oleh RT, Kepala 

Desa/Kelurahan, serta mendapat persetujuan dari Camat sesuai dengan 

wilayah/tempat lokasi; 

7. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku; 

8. Fotokopi Kartu NPWP; 

9. Koordinat lokasi atau peta; 

10. Informasi tentang luas lahan yang dibutuhkan; 

11. Informasi mengenai jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan; 

12. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan; 

13. Pertimbangan Teknis dari Dinas PUPR. 

 

 

Gambar 1. Portal Pengusulan Izin PKKPR 

 

Dokumen tersebut diusulkan melalui portal oss.go.id dengan melakukan login 

terlebih dahulu dengan account perusahaan. Permohonan PKKPR di sistem OSS akan 

secara otomatis diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta OPD yang berwenang dalam tata ruang, kantor 
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pertanahan, dan/atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Waktu pemrosesan PKKPR dihitung mulai dari pembayaran PNBP. Batas 

waktu maksimal untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah PNBP dibayarkan, 

termasuk dalam hal penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan. 

Sistem online OSS RBA (oss.go.id) telah menjadi solusi terkini untuk memudahkan 

pemohon dalam mengajukan permohonan perizinan, termasuk Permohonan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Prosesnya dimulai dengan langkah pertama, 

yakni mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform OSS RBA. Setelah NIB 

diperoleh, pemohon dapat melanjutkan dengan mengajukan permohonan PKKPR 

melalui platform ini dengan mengunggah seluruh dokumen yang diperlukan secara 

elektronik.  

Keuntungan utama menggunakan OSS RBA adalah kemudahan akses dan 

efisiensi dalam proses perizinan. Sistem ini secara otomatis akan meneruskan 

permohonan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, 

dan DPMPTSP sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ini memastikan bahwa 

permohonan diteruskan kepada pihak yang benar dan proses perizinan dapat berjalan 

dengan efisien. 

Setelah permohonan diterima, OSS RBA akan menghitung jumlah Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh pemohon. Informasi mengenai 

PNBP ini akan diberikan kepada pemohon untuk proses pembayaran. Pembayaran PNBP 

adalah langkah penting dalam memulai pemrosesan permohonan PKKPR. 

Selanjutnya, tim yang terdiri dari perwakilan Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR 

akan melakukan verifikasi lapangan. Mereka akan melakukan peninjauan langsung ke 

lokasi yang diajukan dalam permohonan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana 

tata ruang yang berlaku. Verifikasi lapangan ini merupakan tahap penting dalam proses 

perizinan untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi tata ruang yang berlaku. 

Setelah verifikasi lapangan selesai, tim akan menerbitkan Pertimbangan Teknis 

(Pertek) pertanahan. Dokumen Pertek ini akan memuat hasil verifikasi lapangan dan 

apakah permohonan PKKPR disetujui atau disetujui sebagian. Jika terdapat persetujuan, 

maka PKKPR akan diterbitkan. 

Pemohon dapat mengunduh PKKPR yang telah disetujui melalui aplikasi OSS 

RBA. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mendapatkan dokumen 

resmi yang diperlukan untuk kegiatan pemanfaatan ruang mereka. 

Meskipun dalam beberapa kasus pemohon dapat mengajukan permohonan 

PKKPR tanpa penilaian, penting untuk diingat bahwa mereka masih harus dapat 

membuktikan bahwa rencana pemanfaatan ruang mereka sesuai dengan izin lokasi atau 

PKKPR yang sudah ada. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan 

kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang berlaku. 
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Gambar 2. Produk Izin PKKPR 

 

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa jika dalam proses ini terdapat cacat 

hukum, kesalahan, ketidakbenaran, atau pemalsuan data, dokumen, atau informasi 

dalam permohonan, maka PKKPR dapat dibatalkan. Usulan pembatalan dapat diajukan 

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau 

pemerintah daerah melalui Lembaga OSS. Dengan demikian, integritas dan kepatuhan 

terhadap regulasi tetap terjaga dalam sistem perizinan ini, dan perizinan PKKPR dapat 

diterbitkan dengan transparansi dan kepatuhan hukum yang baik. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengusulan Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR dengan melibatkan pelaku usaha menjadi 

sangat penting, dikarenakan PKKPR merupakan izin induk dari semua perizinan lainnya. 

Dengan terselesaikannya perizinan PKKPR, maka akan mempermudah usaha tersebut 

berjalan dan untuk pegembangan usaha lainnya yang membutuhkan perizinan lanjutan. 

Dampak yang diharapkan menularkan pengetahuan ini kepada pengusaha lainnya, 

sehingga tidak kesulitan dalam penyelesaian perizinan PKKPR ini. Tujuan utama 

pendampingan ini agar pelaku usaha dapat menjalan usaha sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya lebih baik. 

Adapun hambatan dari pendampingan ini dikarenakan perizinan PKKPR ini relatif baru, 

masih diperlukan informasi tambahan secara detailnya. 
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